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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG 

 
 
 
 
 
 
 

NOMOR  8  TAHUN  2011 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

 
NOMOR  8  TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 
PENGELOLAAN AIR TANAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang  : a. bahwa air tanah merupakan unsur yang 

sangat penting bagi kehidupan masyarakat 
dalam menunjang kegiatan pembangunan, 
oleh karena itu harus dikelola secara adil 
dan bijaksana dengan melakukan 
pengaturan yang menyeluruh dan 
berwawasan lingkungan; 

b. bahwa hak atas air tanah merupakan hak 
guna air yang pengelolaannya 
diselenggarakan untuk mewujudkan 
keseimbangan antara upaya konservasi dan 
pendayagunaan air tanah; 
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c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang 
ada sehingga diperlukan diperlukan 
pengaturan kembali yang dapat menunjang 
kegiatan pengelolaan air tanah di Kabupaten 
Bandung; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; 

  
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Repubik 
Indonesia Nomor 4377);  

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

 



3 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4161); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);  
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4858); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Transparansi 
dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 17 Tahun 20070 tentang Urusan 
Pemerintahan di Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2007 Nomor 17); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 20 Tahun 2007 tentang 
Pembentuksn Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung sebagaimana diubah 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 
Nomor 12); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 
Nomor 8); 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2011 Nomor 1). 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG 
 

dan 
 

BUPATI BANDUNG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENGELOLAAN AIR TANAH. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung. 

4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan 
Energi Kabupaten Bandung dan/atau yang membidangi 
pengelolaan teknis air tanah. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber daya Air, 
Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung dan/atau yang 
membidangi pengelolaan teknis air tanah. 

 


